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Abstract. This research aims to find out what the legal procedure is for applying for a title certificate for land 
bordering the Pioneer Lake District. Bone Bolango and what are the obstacles in applying for a title certificate 
for land bordering Pioneer Lake District. Bone Bolango. The type of research used is empirical legal research 
with a sociological juridical research model, a qualitative approach. The research samples were Huluduotamo 
Village Officials and several community houses on the outskirts of Perintis Lake. Data obtained through primary 
and secondary data were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the research show 
that the legal procedure for submitting a land title certificate at the Perintis Lake Border, District. BoneBolango, 
namely Measuring, mapping, land bookkeeping, registration and transfer of land rights as well as providing proof 
of rights as a strong sign of Bukiti, as well as Obstacles in Applying for Certificates of Land Rights on the Borders 
of Lake Perintis District. BoneBolango Juridically, this is contrary to article 19 paragraph (2) of the UUPA which 
states that "land registration in question is a series of activities which include measuring, mapping and recording 
land, registering land rights and the transfer of these rights as well as providing documents. proof of rights, which 
acts as a strong means of proof." Based on the existing legal basis, this should be a guarantee that the processing 
of land rights for every person who wishes to register land rights can guarantee their rights, so that one of the 
causes or occurrences of obstacles that occur in the field is not in accordance with what is stated in UUPA article 
19 paragraph (2). 
 
Keywords: Legality, Land Certificate, Pioneer Lake Boundaries 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana prosedur legalitas pengajuan sertifikat ha katas 
tanah sempadan danau perintis Kab. Bone Bolango dan Apa yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikat ha 
katas tanah sempadan danau perintis Kab. Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, pendekatan kualitatif. Sampel penelitian yaitu , Aparat 
Desa Huluduotamo dan beberapa rumah masyarakat yang berada di pinggiran Danau Perintis.. Data yang 
didapatkan melalui data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur Legalitas pengajuan sertifikat hak atas tanah Sempadan Danau 
Perintis Kab. BoneBolango yaitu Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas 
tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukiti yang kuat, serta Kendala- Kendala  Dalam Pengajuan 
Sertifikat Hak Atas Tanah Sempadan Danau Perintis Kab. BoneBolango Secara yuridis hal ini bertentangan 
dengan pasal 19 ayat (2) UUPA yang mengatakan bahwa “pendaftaran tanah yang dimaksud adalah rangkaian 
kegiatan yang meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda buktihak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat”. Dari dasar hukum yang ada seharusnya ini menjadi jaminan bahwa pengurusan hak atas tanah bagi setiap 
orang yang ingin melakukan pendaftaran hak atas tanah dapat terjamin haknya, sehingga salah satu yang 
menyebabkan atau terjadinya kendala-kendala yang terjadi dilapangan tidak sesuai sebagaimana yang disebutkan 
dalam UUPA pasal 19 ayat (2). 
 
Kata Kunci: Legalitas, Sertifikat Tanah, Sempadan Danau Perintis 
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LATAR BELAKANG 

Danau merupakan ekosistem perairan tawar yang menempati ruang permukaan bumi 

terkecil jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Peran danau bagi kehidupan dan manusia 

kepentingannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan luasnya. Beberapa fungsi penting dari 

ekosistem danau ialah,sebagai gudang plasma nutfah yang menyimpan potensi 

keanekaragaman hayati,sebagai reservoir alami terhadap limpasan air hujan, sungai dan 

kawasan sekitarnya,sebagai sumber air yang langsung dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kegiatan,penyedia komoditas hayati ekonomis penting perikanan1 

Apabila Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah telah menetapkan daerah sempadan 

danau, langkah pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pensertipikatan tanah 

danau tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 30 tentang Pendaftaran 

Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW), tanah SDEW dapat didaftarkan haknya ke 

Kantor Pertanahan. Tanah danau yang dapat didaftarkan haknya adalah danau yang ada 

perolehan maupun yang tidak ada perolehan tanahnya, baik danau buatan maupun danau alami. 

 Dalam hal  ini juga telah dibatasi hanya instansi Pemerintah saja yang berkepentingan 

dan menguasai bidang tanah tersebut yang dapat diberikanhak atas tanah danau. Dengan 

demikian, orang pribadi maupun badan swasta tidak dapat memiliki hak atas tanah danau. 

Pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak, untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan, dan untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Obyek pendaftaran tanah dalam Pasal 9 ayat 

(1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu; bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak 

guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah Negara.2 

Permasalahan penggunaan tanah menjadi sesuatu permasalahan yang sangat kompleks 

karena permasalahan tanah bukan masalah sektorallagi tetapi merupakan masalah yang multi 

sektoral. Upaya yangmemungkinkan untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan 

memberikan kepastian hukum kepada yang berhak atas tanahdan mengoptimalkan penggunaan 

tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya. Untuk itu diperlukan adanya perencanaaan, 

penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, peningkatan pengurusan hak –hak atas 

tanah, penyediaan peta –peta pendaftaran tanah dengan kegiatan pengukuran, pemetaan dan 

                                                             
1Tahar Rachman, Model Pengelolaan Danau, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (kota 

gorontalo: Ideas Publishing, 2018), file:///C:/Users/Black/Downloads/Hasim-Buku-Model-Pengelolaan-
Danau-Sebuah-Kajian-Transdisipliner.pdf. 

2Hukum et al., “Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri Risha Oktavyana Djibran Indri Fogar 
Susilowati.” 
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pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga penggunaan tanah diharapkan dapat seimbang. 

Ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah 

menimbulkanberbagai persoalan. Sehubungan dengan hal itu, perlu adanya pengaturan tentang 

penguasaan dan penggunaan tanah  

Sementara penduduk semakin bertambah, sehingga pengelola sumber daya tanaholeh 

pemerintah harus sangat bijaksana. Kewenangan terhadappengelola sumber daya tanah ada 

pada penyelenggara negara (pemerintah). Tanah yang dimaksud meliputi tanah yang sudah ada 

haknya maupun terhadap tanah yang belum ada haknya. Pelaksanaan kewenangan negara disini 

lebih luas terhadap tanah –tanah yang belum dilekati oleh suatu hak. Tanah yang belum ada 

haknya atau belum dilekati oleh suatu hak disebut Tanah Negara.3 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pengamanan tanah 

danau harus segera dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan. Langkah pengamanan ini 

dilakukan dengan menetapkan daerah sempa dan danau dan melakukan pensertipikatan atas 

tanah danau.4 

Dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mentri Pekerja Umum dan Perumahan  Rakyat  

Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai  dan  Garis  Sempadan  

Danau menyatakan  bahwa  bangunan  yang  ada  di  dalam  sempadan  sungai  dinyatakan  

dalam  status  quo  dan  secara  bertahap  harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi 

sempadan sungai. Jika ada  pemilik  rumah  atau  bangunan  tempat  tinggal  yang  memiliki  

hak  atas  kepemilikan tanah di sempadan sungai, hak itu tetap diakui sepanjang hak  tersebut 

sah adanya5. 

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di wilayah  sempadan danau perintis.ada beberapa 

rumah yang rumahnya berdiri di sekitaran danau perintis,ada rumah yang telah memiliki 

sertifikat  dan ada juga rumah yang belum memiliki sertifikat,bahkan saat pengurusan 

pembuatan sertifikat rumah,para warga yang ada di sekitar danau tersebut mengurus 

pembuatan sertifikat itu bersama tetapi hanya beberapa rumah yang rumahnya terbit 

sertifikatnya. 

Menurut penggakuan Bapak Suwardi Wartabone selaku ayahanda Desa Huluduotamo 

bahwa beberapa rumah yang ada di sekitar danau perintis telah terbit sertifikatnaya,kemudian 

                                                             
3Dwi Wulan Titik Andari, “Pemberian Hak Atas Tanah Di Sekitar Sempadan Sungai Kalianyar”” (n.d.): 1. 
4Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, “Sertipikasi Tanah Danau, Bentuk Pengamanan Ekosistem 

Danau.” 
5Fabyolla, Putri Tasya, Ilyas Ismail, and M. Nur Rasyid. "Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas 

Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar." Jurnal Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda 
Aceh (2019). 



e-ISSN: 2988-1668, p-ISSN: 2987-4866, Hal 200-213 
 

ada rumah yang belum terbit tetapi nama dari pendaftar telah keluar sehingga tinggal 

menunggu sertifikatnya terbit,adapun rumah yang tidak keluar sertifikatnya di karenakan saat 

pengurusan sertifikat para pendaftar telah terdaftar sertifikstnya kemudia di daftarkan kembali 

sehingga sertifikatnya tidak terbit. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Apa yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikat hak atas tanah sempadan danau 

perintis Kab. BoneBolango? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hokum empiris dengan model penelitian 

yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku 

masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system 

norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas 

diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku 

masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan 

hukum positif.  Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana Status Hukum Pemilikan 

Tanah dan bagaimana prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di wilayah 

pinggiran Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Kendala-Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat Hak Atas Tanah Sempadan Danau 

Perintis Kab. Bone Bolango 

4.3.1 Kendala- Kendala Melaksanakan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah 

Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. 

Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 

satuan tugas tersebut antara lain:  

1) Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan panitia ajudikasi Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. 

2) Panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdiri atas:  

i. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;  

ii. Wakil ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor 

pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;  
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iii. Wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor 

pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan; 

iv. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai kantor pertanahan;  

v. Kepala Desa atau kelurahan setempat atau Pamong Desa atau kelurahan yang 

ditunjuknya; dan  

vi. Anggota dari unsur kantor pertanahan, sesuai kebutuhan.  

3) Panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap( PTSL) dibantu oleh satgas 

fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.6 

Adapun wawancara peneliti dengan bapak Pak Sri bintang Pamungkaslara 

SelakuKordinaror substansi penetapan hak tanah Kabupaten Bone Bolango,bahwa dalam 

mengurangi kendala-kendala dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah sempadan Danau 

Perintis kami pihak BPN membuat panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): 

“Pada saat survei untuk melakukan pendataan pendaftaramn sertifikat hak atas tanah 

kami membuat   panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahunnya agar 

mempermudah kami melakukan survey di beberapa desa”7 

Namun dengan diadakan kepanitian ini nyatanya masih ada beberapa masyarakat 

disekitar danau belum mendapatkan sertifikat ha katas tanah mereka. 

4.3.2   Kendala- Kendala Yang Dihadapi Mayarakat Dalam Pendaftaran Hak Milik 

Atas Tanah 

 Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat yakni: 

1. Kurangnya Informasi Terkait Persyaratan dan Alur Pengurusan Sertifikat. 

Proses Dalam Pensertifikatan Tanah tentang prosedur pengurusan dan penerbitan 

sertifikat tanah sebetulnya sudah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 beserta peraturan-

peraturan pelaksanaannya. Menurut ketentuan tersebut seseorang dalam mengurus 

sertifikatnya harus melewati 3 tahap sebagai berikut: 

Tahap I: Permohonan hak.  

Permohonan sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 3 golongan dan masing-masing 

diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:  

                                                             
6Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
7Hasil wawancara Bapak Pak Sri bintang Pamungkaslara SelakuKordinaror substansi penetapan hak tanah 
KabupatenBone Bolango 
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1. Penerima hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan surat keputusan 

pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah yang dalam hal ini Direktur Jenderal 

Agraria atau pejabat yang ditujukan. 

2. Para ahli waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas milik 

adat ataupun hak-hak lain.  

3. Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah, dari jual beli, hibah, lelang, 

konvensi hak dan sebagainya: 

Tahap II: Pengukuran dan Pendaftaran 

Hak Untuk keperluan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah tersebut 

dipergunakan 4 (empat) macam daftar yaitu:  

1. Daftar tanah;  

2. Daftar buku tanah  

3. Daftar surat ukur; dan  

4. Daftar nama. 

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Aida Akuba selaku salah satu masyarakat: 

“Pada saat kami mendapatkan informasi mengenai pendaftaran pengurusan sertifikat 

hakatas tanah sempadanan danau ini kami pun langsung mengurusnya namun tanpa 

mendapatkan pemberitahuan tentang prosedur ataupun tahapan dalam mengurus hak atas 

tanah tersebut dari desa, hingga saya pun merupakan salah satu masyarakat yang di tolak 

berkasnya karena dianggap tidak lengkap .”8 

Sebagian besar pemohon dalam melaksanakan pendaftaran tanah belum mengetahui 

prosedur pelaksanaanya Sehingga dalam melaksanakan pendaftaran tanah banyaknya syarat-

syarat atau berkas-berkas yang belum dilengkapi yang dapat mengakibatkan lambatnya proses 

penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat bagaimana mekanisme prosedur dalam pendaftaran tanah. 

1. Terbatasnya Kuota Pengurusan Hak Atas Tanah Sempadan Danau PerintisKab. 

BoneBolango. 

Sertifikat Hak Atas Tanah yang bentuknya ditentukan menurut peraturan dan dibuat oleh 

Pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat pada kantor pertanahan atas permohonan 

pihak yang berkepentingan, apabila kita hubungkan dengan unsur- unsur dari akta otentik, 

maka sertifikat hak atas tanah ini merupakan suatu akta Otentik. 

                                                             
8Hasil wawancara dengan Ibu Aida Akuba selaku masyarakat desa Huluduutamo Pada tanggal 25 Agustus 2023 
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Dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, maka dilakukan pengumpulan 

dan pengolahan data fisik dan data yuridis terlebih dahulu oleh Panitia, yang dimana hasil 

dari proses tersebut menghasilkan sertifikat tanah. Proses ini merupakan proses yang 

terpenting dalam penerbitan sertifikat tanah, karena dalam proses ini dilakukan penelitian 

data yuridis bidang tanah dan pengumpulan data fisik bidang-bidang tanah yang akan 

dilampirkan dalam buku tanah. 

Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Sri bintang Pamungkaslara SelakuKordinaror 

substansi penetapan hak tanah KabupatenBone Bolango  yakni: 

 “ Kami pihak BPN sudah menetukan kuota-kuota di setiap desa yang ada di danau 

perintis bonebolango dalam pengurusan hak atas tanah sempadan danau ini,dikarenakan 

di desa huludutamo tidak bisa mendapatkan hak sepenuhnya karena  hanya mendapatkan 

kuota yang sedikit sehingga masih banyak masyarakat belum mendapatkan hak nya 

dalam p`ensertifat tanah.”9 

Secara yuridis hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) UUPA yang mengatakan 

bahwa “pendaftaran tanah yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan 

hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda buktihak,yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat”. Dari dasar hukum yang ada seharusnya ini menjadi jaminan bahwa 

pengurusan hak atas tanah bagi setiap orang yang ingin melakukan pendaftaran hak atas 

tanah dapat terjamin haknya, sehingga salah satu yang menyebabkan atau terjadinya kendala-

kendala yang terjadi dilapangan tidak sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam UUPA 

pasal 19 ayat (2). 

2. Ketepatan Waktu Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango 

Dalam keluhan masyarakat mengenai  ketepatan waktu penerbitan sertifikat tanah di 

Kantor PertanahanKabupaten Bonebolango. Responden dari salah satu masyarakat  yang 

bernama Aida Akuba mengatakan bahwa dari 1 tahun yang lalu hingga saat ini sertifikat 

hak milik atas tanahnya belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango. 

Ketetapan waktu dalam proses penerbitan sertifikat tanah sesuai dengan Perkaban No. 1 

Tahun 2010 yaitu 98 hari. Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango pun membenarkan 

atas permasalahan ketepatan waktu proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini 

                                                             
9Hasil wawancara Bapak Pak Sri bintang Pamungkaslara SelakuKordinator substansi penetapan hak tanah 
KabupatenBone BolangoKamis 24 Agustus 2023. 
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seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Tanah, Bapak Bintang 

Pamungkaslara yang mengatakan:10 

“Dalam proses penerbitan sertifikat tanah, sudah sesuai dengan prosedur. Hanya kita 

tidak dapat mengatakan sertifikat itu sudah jadi 98 hari, karena dalam pendaftaran tanah 

untuk pertama kali dibuatlah panitia. Dalam menyusun panitia tersebut itu agak susah 

mengkoordinirnya karena semua pegawai disini volumelitas pekerjaanya semakin hari 

semakin meningkat. Alas Hak yang diberikan pemohon juga tidak lengkap. Jadi saya rasa 

sertifikat itu tidak bisa jadi 98 hari, kalau berkas-berkas dari pemohon juga tidak lengkap. 

Yang terutama itu kita disini memaksimalkan kinerja kita, tetapi volume pekerjaan kami 

semakin hari meningkat ditambah lagi SDM kami juga kurang.” 

Dari hasil wawancara dan observasi kepada masyarakat, masyarakat tidak merasa puas 

dalam ketepatan waktu penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari pendaftaran tanah 

dikarenakan salah satunya yaitu tugas Kantor Pertanahan semakin hari semakin meningkat. 

Dengan adanya permasalahan seperti ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango harus 

melakukan beberapa upaya yang optimal dengan tujuan penerbitan sertifikat hak milik atas 

tanah bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), 

karena kebutuhan masyarakat sendiri terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah semakin 

hari semakin meningkat. Adapun dalam upaya tersebut mempunyai dampak positif kepada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango sehingga tidak terjadinya penumpukan berkas 

yang menambah volume pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bonebolango. 

Beberapa hal yang menjadi kendala terhadap pengurusan hak atas tanah sebagaimana 

dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa perilaku dari masyarakat yang 

mempunyai kemauan untuk mengurus hak atas tanah sampai saat ini mengalami beberapa 

kendala penting, seperti implementasi dari pasal 19 ayat (2) UUPA yang secara yuridis 

disebutkan dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan seharusnya tidak memiliki 

batasan kuota, sehingga hak atas tanah bagi setiap orang dapat dijamin oleh negara. 

Selanjutnya dilihat dari tinjauan yuridis sosiologis sebagaimana yang menjadi metode 

penelitian peneliti, sebagaimana yang terjadi dilapangan respon dari aparat kantor BPN yang 

memberikan respon yang lambat terkait pembuatan hak atas tanah, juga berdampak pada 

masyarakat yang sampai dengan saat ini melakukan pengurusan hak atas tanah tetapi 

diperlambat oleh aparat kantor BPN. 

                                                             
10Hasil wawancara Bapak Pak Sri bintang Pamungkaslara SelakuKordinator substansi penetapan hak tanah 
KabupatenBone BolangoKamis 24 Agustus 2023. 
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Sikap yang diambil masyarakat terhadap perilaku aparat yang seperti ini adalah 

kurangnya pemberitahuan tentang prosedur-prosedur pembuatan sertifikat tanah sempadan 

danau perintis. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitiandan Pembahasan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan 

pensertifikatan sempadan tanah danau perintis,maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Tahapan-Tahapan Proses Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah, ada beberapa hal 

yang harus di lakukan, ada tahapan-tahapan penting untuk pembuatan sertifikat di 

dalamnya permohonan hak, yang diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan. 

“Adanya penerima hak, para ahli waris, para pemilik tanah” Tahap dalam 

pengukuran dan pendaftaran hak setelah seluruh berkas pemohon dilengkapi di 

serahkan ke kantor pertanahan, dan juga tahap terakhir penerbitan sertifikat yang 

harus dilalui, dengan membuat salinan dari buku tanah, atas hak-hak atas tanah 

yang telah dibukukan. Dimana salinan dalam buku tanah tertera dengan surat ukur 

dan gambar situasinya kemudian dijahit atau dikumpulkan menjadi satu dengan 

kertas yang sudah di tentukan pemerintah dan hasil akhir itulah yang kemudian 

disebut dengan sertifikat dan sertifikat ini diserahkan kepada pemohon. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bonebolango dalam hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kendala yaitu 

kurangnya informasi terkait persyaratan dan alur pengurusan sertifikat serta terbatasnya 

kuota pengurusan hak atas tanah sempadan danau perintis.Upaya-upaya yang dilakukan 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bonebolango dalam mengatasi kendala-

kenadala pelaksaanaan pendaftaran tanah secara sistematis dngan memberikan 

sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat mengeneai prosedur atau langkah-langkah 

dalam pengurusuhan hak sertifikat sempadan danau perintis. 

Saran  

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan 

pensertifikatan tanah danau perintis di kabupaten bonebolango, maka penulis memberikan 

sebuah saran sebagai berikut: 
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 1. Sangatlah diharapkan untuk Kantor Pertanahan tetap terus memperhatikan dan 

mengatasi kendala-kendala  dalam hal Pendaftaran Tanah kearah yang semakin 

baik, menyangkut prosedur atau alur pendaftaran hak atas tanah serta menambah 

kuota dalam pengurusan hak atas tanah sehingga seluruh masyarakat yang ada 

di sekitar danau perintis mendapatkan hak nya. 

 2. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah 

karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting Pendaftaran Tanah dan 

juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, 

sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar 

dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam bentuk sertifikat. Jalan 

penyelesaian melalui Pengadilan pun tidak efektif terlebih bagi masyarakat 

dengan ekonomi lemah. 

3. Diharapkan kepada kantor pertanahan agar meningkatkan sosialisasi mengenai 

peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat. Sosialisasi ini 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

hukum pertanahan serta supaya dapat terlaksana dengan baik dan benar serta tidak 

merugikan pihak manapun. 
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